* A BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Alamat : JI. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
ite & Email : b com =k lukab @gmail.com

Nomor : 589/PM.00.02/K.KI-05/06/2024 Tana Paser, 23 Juni 2024
Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Paser

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang- Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017
Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana telah diubah pada Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017
Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang
penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur
dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil
walikota;

6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 tahun
2024 tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyusunan
daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati

dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.

. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang;

1. Pasal 177A ayat 1 berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar
pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama
72 (tyjuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00
(dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh
dua juta rupiah);

2. Pasal 177A ayat 2 berbunyi Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan
dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari

ancam;

3. Pasal 177B berbunyi Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU
Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan
rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua
puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan
denda paling sedikit Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).



C. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang
penyusunan daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilihan gubernur dan
wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,
Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada KPU Kabupaten Paser untuk
tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan dalam penyusunan

daftar pemilih memastikan disetiap TPS hal berikut :

1) melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memerhatikan:
a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
b. kemudahan Pemilih ke TPS;
c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang
berbeda; dan
d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2) Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan

independen;

3) Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan

Penelitian (Coklit);

4) Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi

Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan

kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

NUR KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip



